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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan garis pantai 

sepanjang 95.181 kilometer dan luas laut 5,8 juta meter persegi. Lautan Indonesia 

terdiri dari 8.500 spesies ikan dan menjadi wilayah Mega-Biodiversity terbesar di dunia 

dengan potensi kelautan hingga 1,2 triliun dolar. Sejak pemerintah Indonesia dipimpin 

oleh Joko Widodo di mana Indonesia dicitakan menjadi Negara maritim dan sebagai 

poros maritim dunia1. 

Kekayaan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia harus dilindungi untuk 

kesejahteraan hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Republik 

Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa pemanfaatan kekayaan bahari Indonesia berupa 

8.500 spesies ikan tersebut harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan 

kekayaan bahari harus sesuai dengan hukum yang berlaku hal ini telah diatur dalam 

Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang No 45 

Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.  

                                                           
1Kuliah Umum Memahami Ancaman, Menyadari jati diri sebagai modal membangun menuju 

Indonesia emas yang disampaikan oleh Jendral TNI Gatot Nurmantyo tanggal 19 Agustus 2017di 

Univeritas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang 



2 
 

Sejalan dengan hal tersebut korporasi pada dewasa ini, telah turut mengambil peran 

besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional2. Hal ini 

termasuk dalam pemanfaatan kekayaan perikanan yang dimiliki Indonesia. Definisi 

Korporasi secara etimologi dari kata corporation dalam bahasa latin. Kamus besar 

bahasa Indonesia mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan usaha yang sah, badan 

hukum, perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang 

dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar3. Menurut Sutan Remy 

Sjahdeini, dalam bukunya berjudul pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada 

dasarnya korporasi dapat diartikan secara sempit seperti yang diartikan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebagai badan hukum namun secara arti luas 

korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum4.  

Korporasi adalah sekumpulan orang yang membuat hubungan hukum bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan yang sepakat untuk bergerak sebagai satu kesatuan 

dalam bentuk subjek hukum yang mandiri5. Korporasi dalam melakukan tujuannya 

untuk memperoleh keuntungan ada kalanya juga melakukan tindak pidana (corporate 

crime). Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap Negara dan masyarakat6, 

                                                           
2http://jdih.ppatk.go.id/peraturan-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-13-tahun-2016-

tentang-tata-cara-penanganan-perkara-tindak-pidana-oleh-korporasi/ diakses pada 18 April 2017 
3 https://kbbi.web.id/korporasi diakses pada 2 Februari 2018 
4Sjahdeini, Sutan Remy. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. (Jakarta, Grafiti Pers:2007). 

hal.39 
5Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama 

Ruang Lingkup Belakunya Ilmu Hukum. (Bandung, Alumni:2000). hal. 82  
6
http://jdih.ppatk.go.id/peraturan-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-13-tahun-2016-

tentang-tata-cara-penanganan-perkara-tindak-pidana-oleh-korporasi/ diakses pada 18 April 2017 

http://jdih.ppatk.go.id/peraturan-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-13-tahun-2016-tentang-tata-cara-penanganan-perkara-tindak-pidana-oleh-korporasi/
http://jdih.ppatk.go.id/peraturan-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-13-tahun-2016-tentang-tata-cara-penanganan-perkara-tindak-pidana-oleh-korporasi/
https://kbbi.web.id/korporasi%20diakses%20pada%202
http://jdih.ppatk.go.id/peraturan-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-13-tahun-2016-tentang-tata-cara-penanganan-perkara-tindak-pidana-oleh-korporasi/
http://jdih.ppatk.go.id/peraturan-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-13-tahun-2016-tentang-tata-cara-penanganan-perkara-tindak-pidana-oleh-korporasi/
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korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak terlepas dari adagium actus non facit 

reum, nisi mens sit rea atau tiada pidana tanpa kesalahan maka bahwa hal yang 

memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Manusia saja 

yang memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu. namun dalam 

perkembangannya hukum pidana dan hukum pidana Indonesia dapat pula menjadikan 

korporasi sebagai subjek tindak pidana sejak 1951 dengan adanya Undang-undang 

Darurat No 17 tahun 1971 tentang Penimbunan barang-barang7.   

Terbaru dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung membuat korporasi sebagai 

subjek tindak pidana kian jelas, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh 

Korporasi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: 

“(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai 

kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:  

a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana 

tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;  

b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau  

c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan 

kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari 

terjadinya tindak pidana.” 

Lahirnya PERMA No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara 

Tindak Pidana oleh Korporasi diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan deterrent 

                                                           
7 Sjahdeini, Sutan Remy. Loc Cit. 
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effect8, hal ini sejalan juga disampaikan oleh ketua Satuan Tugas Pencegahan dan 

Pemberatasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Mas Achmad 

Santosa bahwa penegakan hukum dalam illegal fishing harus memiliki proses yang 

cepat, mampu menumbuhkan efek jera dan mengembalikan kerugian Negara yang 

diakibatkan oleh tindak pidana pencurian ikan9. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum 

pidana itu sendiri di mana Tujuan Hukum Pidana menurut R. Abdoel Djamali, pertama 

untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan tidak baik dan yang 

kedua ialah mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik 

dan agar dapat diterima kembali di dalam masyarakat10. 

Sutan Remy Sjahdieni, mengutip dari pendapat Reksodiputro bahwa 

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan dengan tiga sistem,  

1. Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab 

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab  

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab  

Namun menurut Sutan Remy Sjahdeini, ada empat kemungkinan sistem yang dapat 

diberlakukan yaitu: 

                                                           
8Husein Yunus. Uregensi Pertanggungjawaban Pidana. Https://acch.kpk.go.id/. 20 Jan 2017. Web, 

18 Apr 2017. https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/pidana-korporasi/Pidana-

korporasi-ccl-ma-yunus-husein.pdf 
9 http://aim-services.co.id/uu-perikanan-belum-optimal-jerat-korporasi-kompas/ diakses pada 18 

april 2017 
10 Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia. Ed.2,-18. (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada: 

2012).hal. 173 

https://acch.kpk.go.id/
http://aim-services.co.id/uu-perikanan-belum-optimal-jerat-korporasi-kompas/
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1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya 

penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. 

2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus harus memikul 

pertanggungjawaban pidana. 

3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus 

memikul pertanggungjawaban pidana. 

4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya 

pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.11 

Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas. Bahwa Indonesia mengandung 

banyak potensi bahari yang salah satunya perikanan hal ini dapat dilihat dari kuantitas 

dan juga ragam jenisnya. Hal ini harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Potensi perikanan yang besar ini 

harus dijaga dimana potensi perikanan tangkap Indonesia mencapai 9,9 juta ton12. 

Pengelolaan sumber daya ikan perlu diperlakukan sebaik-baiknya hal ini harus 

berdasarkan wawasan nusantara yang mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan 

peningkatan taraf hidup nelayan serta kelestarian sumber daya ikan dan 

lingkungannya13.  

                                                           
11 Sjahdeini, Sutan Remy. Loc Cit 
12https://ekbis.sindonews.com/read/1169117/34/potensi-perikanan-tangkap-capai-99-juta-ton-

1483875331/ diakses pada 19 April 2017 
13 Supriadi, dan Alimuddin. Hukum Perikanan di Indonesia. (Jakarta, Sinar Grafikas:2011). hal.22  

https://ekbis.sindonews.com/read/1169117/34/potensi-perikanan-tangkap-capai-99-juta-ton-1483875331/
https://ekbis.sindonews.com/read/1169117/34/potensi-perikanan-tangkap-capai-99-juta-ton-1483875331/
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Hukum mengenai perikanan dipayungi oleh Undang-undang No. 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan dan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas 

Undnag-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana dalam suatu undang-

undang selalu mempunyai tujuan dan asas yang jelas, asas merupakan sebuah arah dan 

pedoman dasar dari Undang-undang14. Undang-undang tersebut akan mengatur 

pengelolaan perikanan agar dapat berjalan sesuai dengan asas yang telah diatur  dalam 

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 2 yang berbunyi: 

“Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: a. manfaat; b. 

keadilan; c. kebersamaan; d. kemitraan; e. kemandirian; f. pemerataan; g. 

keterpaduan; h. keterbukaan; i. efisiensi; j. kelestarian; dan k. pembangunan 

yang berkelanjutan.”  

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan yang telah digariskan pada Pasal 3 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Meningkatkan taraf  hidup nelayan 

kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dan devisa Negara, 

mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi 

sumber protein ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan 

produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan 

baku untuk industri pengolahan ikan, mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan 

                                                           
14 Ibid  
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pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal dan menjamin 

kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang. 

Pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perikanan 

diberlakukan sama seperti pada pelanggaran terhadap pidana pada umumnya15. Hal ini 

diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bab XV 

ketentuan pidana yaitu Pasal 84 hingga Pasal 105 berisi tentang ketentuan pidana yang 

dapat digunakan dalam tindak pidana perikanan. Undang-undang ini pula atur 

korporasi sebagai subjek hukum yang tunduk kepada ketentuan undang-undang ini 

dalam Pasal 1 angka 14 mendefinisikan setiap orang adalah orang perseorangan atau 

korporasi. Kemudian pada angka 15 dijelaskan arti korporasi yang mana korporasi 

didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik 

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan ketentuan pidana 

untuk korporasi dapat dilihat dari terlebih pada Pasal 101 yang berbunyi:  

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), 

Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, 

Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan 

dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya 

ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.” 

 

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korporasi kian 

penting hal ini diungkapkan oleh Mas Achmad Santosa ketua satuan tugas IUU Fishing 

hal ini agar perusahaan memiliki efek jera dan juga pengoptimalan penanganan kasus 

                                                           
15 Ibid hlm.429 
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hingga ke akarnya16. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Surya Jaya, bahwa 

perlu adanya pembenahan UU Perikanan untuk optimalkan upaya menjerat Korporasi 

dan mengembalikan aset negara17, bahwa sejak tahun 2015-2016 penegakan hukum 

terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan ada dua belas kasus18. 

Salah satu kasus tindak pidana perikanan yang menjerat koporasi adalah Putusan 

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 794/Pid.Sus/2016/PN.Dps. Terdakwanya 

merupakan Direktur dan Direktur Utama sebuah korporasi perikanan yang dinyatakan 

secara terbukti sah melakukan tindak pidana perikanan. Melakukan penangkapan ikan 

di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas 

yang tidak memiliki SIPI dengan Pasal 93 Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 

45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan Jo Pasal 101 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo 55 ayat 

(1) ke 1 KUHP. Terdakwa dihukum pidana masing-masing satu tahun pidana penjara 

dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda 

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. 

                                                           
16http://www.mongabay.co.id/2015/03/27/kejahatan-perikanan-satgas-dorong-jerat-korporasi/ 

diakses pada 19 April 2017 
17 http://keuanganlsm.com/uu-perikanan-belum-optimal-jerat-korporasi/ diakses pada 19 April 

2017  
18 https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170126/281960312467878 diakses pada 19 

April 2017 

http://www.mongabay.co.id/2015/03/27/kejahatan-perikanan-satgas-dorong-jerat-korporasi/
http://keuanganlsm.com/uu-perikanan-belum-optimal-jerat-korporasi/
https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170126/281960312467878
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Oleh sebab itu penulis ingin melihat norma-norma yang digunakan dalam 

pengaturan pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan maka penulis ingin 

melakukan penelitian dengan mengambil judul Aspek Hukum Pertanggungjawaban 

Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor 

794/Pid.Sus/2016/PN.Dps). 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah sampaikan di atas maka 

rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam hal terjadinya tindak 

pidana perikanan? 

2. Bagaimana penerapan hukum pertanggungjawaban korporasi dalam 

Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2016/PN.Dps? 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi dalam terjadinya tindak 

pidana perikanan. 

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pertanggungjawaban korporasi dalam 

Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2016/PN.Dps. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memberikan masukan secara teoris bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum terlebih pada hukum pidana perikanan secara 

khususnya mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam pidana perikanan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktik penelitian ini digunakan sebagai bahan acuan terhadap 

perkembangan perkembangan hukum dibidang pidana perikanan serta dapat berguna 

bagi pihak-pihak yang terkait hukum pidana perikanan dalam pada aspek pidana 

korporasi dan memberikan yang dapat disumbangkan kepada masyarakat luas 

mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam pidana perikanan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian Penulisan Penelitian ini disusun dengan 

terdiri dari 5 Bab 

BAB I: Pendahuluan 

Bab ini akan terdiri dari pendahuluan yang berisikan gambaran atas bab-bab 

selanjutnya yang dirangkum dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian 

dan manfaat penelitian. 
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BAB II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan berisi tinjauan pustaka penelitian ini dimana akan mengenai teori-teori 

mengenai pertanggungjawaban korporasi dan pidana perikanan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini.  

BAB III: Metode Penelitian 

Bab ini akan berisi metodologi penelitian termasuk jenis Penelitian, tipe 

pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis 

Bab ini berisi uraian akan masalah yang sedang diteliti dan penelitian dan analisis 

merupakan pembahasan dari penulis sebagai hasil penelitian. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini terdiri kesimpulan dan saran dimana bab ini merupakan bab terakhir yang 

akan menyimpulkan hasil penelitian penulis serta saran penulis mengenai hasil 

penelitian. 

 

 

 




